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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PARUH WAKTU YANG
MENGALAMI KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN KETENTUAN
KETENAGAKERJAAN YANG BERLAKU

Ferdi Putra Dinata
NPM: 6051801055

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Indonesia yang semakin hari semakin
banyak perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih besar,
sehingga banyak pekerja/buruh yang dibutuhkan khususnya pekerja paruh waktu.
Saat bekerja, pekerja rentan mengalami kecelakaan kerja maka pekerja berhak
mendapatkan perlindungan hukum. Namun, adanya pendapat yang menyatakan
bahwasannya pekerja paruh waktu itu tidak memiliki kedudukan hukum dan
perlindungan hukum. Tidak adanya ketentuan yang jelas yang mengatur pekerja
paruh waktu sehingga dipersamakan pada pekerja tetap atau pekerja pada
umumnya. Kondisi ini berdampak pada kedudukan hukum dan perlindungan
hukum bagi pakerja paruh waktu yang mengalami kecelakaan kerja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis
normatif, dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah
yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi rujukan perilaku setiap orang.
Dalam menganalisis/ mengkaji yang di dapatkan dari hasil studi pustaka secara
sistematis dangan menggunakan bahan kajian primer,sekunder dan tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwakedudukan hukum yang dimiliki
pekerja paruh waktu dan pekerja tetap adalah sama dan tidak ada perbedaan pada
saat mengalami sebuah kecelakaan kerja sehingga pekerja paruh waktu memiliki
perlindungan hukum pada saat mengalami kecelakaan kerja yang diberlakukan
sama dengan pekerja pada umumnya.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Perlindungan Hukum, Pekerja Paruh
Waktu, Kecelakaan Kerja
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan sebagai suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh
organisasi perencanaan pembangunan untuk membuat suatu perubahan sebagai
proses untuk meningkatkan kesejahteraan bagi setiap warga masyarakat. Konsep
pembangunan ini merupakan proses untuk perbaikan yang berkesinambungan
pada setiap diri warga masyarakat untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik
lagi atau menjadi lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk membuat
dan menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu Negara dan pada setiap warga
masyarakat dalam pembangunan.Pembangunan tersebut adalah pembangunan di
bidang ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan sumber
daya manusia sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-
Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur.! Peran serta perusahaan dan tenaga kerja dalam pembangunan nasional
semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang
dihadapinya, oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan,
pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sehingga akan dapat meningkatkan

daya produksi nasional.?

Dalam kondisi saat ini Indonesia semakin hari semakin banyak perusahaan
yang ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih besar, sehingga banyak
pekerja/buruh yang dibutuhkan baik pekerja penuh danpekerja paruh waktu.
Kehadiran perusahaan dalam rangka pembangunan dibidang ketenagakerjaan

! Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh
Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
Diakses  melalui  https:/jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/15TAHUN2007PPPenj.htm#:~:
text=Yang%20dimaksud%20dengan%20%22program%20pembangunan, ketenagakerjaan%20se
suai%20dengan%20strateqi%20ketenagakerjaan, Tanggal 01 September 2022, Pukul 17.07
WIB.

2 Zainal, A, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, him. 95.
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ditandai dengan pesatnya kuantitas pekerja/buruh dalam perusahaan. Pekerja/
buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di
dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja dan atas jasanya dalam

bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.®

Menurut  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwatenaga kerja merupakan
setiap orang yang bisa melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa
untuk memenuhi kebutuhan baik itu kebutuhan sendiri maupun kebutuhan
masyarakat. Secara umum tenaga kerja dikelompokan menjadi tenaga kerja tetap
dan alih daya. Dari jam kerja dibagi menjadi pekerja tetap dan pekerja paruh
waktu.*DidalamUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
sendiri tidak membedakan status antara pekerja penuh dan pekerja paruh waktu.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaantidak
dijelaskan secara khusus mengenai ketentuan pekerja paruh waktu. Undang-
Undang Ketenagakerjaan juga tidak membedakan status pekerja paruh waktu dan
pekerja penuh. Segala hal yang berkaitan dengan hak-hak pengusaha, hak-hak
pekerja dan kewajiban pengusaha, serta kewajiban pekerja menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaantidak berbeda.” Hal
tersebut dapat terjadi karenadi dalam Pasal 1 Angka 2 dan Angka3 ketentuan
umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

menyatakan:

“2 Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

¥ Maimun, Hukum Ketenagakerjaan ( Suatu Pengantar), Pradnya Pramita, Jakarta, 2007, him. 12.

* I Gusti Agung Indah Kusumayani dan I Made Walesa Putra, “ Penyelesaian Penggunaan Tenaga
Kerja anak dibawah umur di Indonesia”, ( Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana), 2018.

® Willa Wahyuni, Hukumonline.Com, 04 Juli 2022, « Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Paruh
Waktu”  diakses melalui;https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-bagi-
pekerja-paruh-waktu-1t62c2bd7e04f06?page=all , Tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 18.02 WIB.

2


https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-bagi-pekerja-paruh-waktu-lt62c2bd7e04f06?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-bagi-pekerja-paruh-waktu-lt62c2bd7e04f06?page=all

3 Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain.”

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 dan Angka 3 ketentuan umum Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaanmenyebutkan“Tenaga
Kerja” dan “ Pekerja/ Buruh” adalah “setiap orang” yang mana Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sendiri tidak membedakan status
antara pekerja tetap dan pekerja paruh waktu. Dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan tidak dijelaskan secara khusus mengenai ketentuan dari pekerja
paruh waktu,sehingga ketentuan mengenai pekerja paruh waktu tidak diperjelas
dalam ketentuan tersebut, maka mengenai definisi pekerja paruh waktu, harus
dikaji dari ketentuan lain. Seperti yang dijelaskan oleh International Labour
Organisation selanjutnya disebut ILO dalam Pasal 1 Huruf a Part Time Work
Convention 1994 No. 175 menyatakanbahwa yang dimaksud dengan pekerja
paruh waktu (Part-Time Worker) adalah seorang pekerja yang waktu kerja
normalnya kurang dari pekerja yang bekerja dalam waktu penuh. Standar waktu
yang dijelaskan oleh ILO untuk pekerja paruh waktu adalah kurang dari 35 jam
dalam seminggu, atau 30 jam dalam seminggu.® Sehingga dalam penelitian ini

digunakan definisi dari ILO mengenai definisi dari pekerja paruh waktu.

Di dalam praktik untuk memenuhi kebutuhan operasional, beberapa dari
perusahaan lebih memilih mempekerjakan pekerja paruh waktu. Akibat yang
ditimbulkan dari perusahaan yang lebih memilih pekerja paruh waktu ini
ditemukan peningkatan pekerja yang bekerja paruh waktu. Hal ini terlihat dalam
data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat pekerja paruh waktu
di Indonesia sebesar 26,94% pada Februari 2022. kenaikan tersebut tercatat sejak
Februari Tahun 2017 hingga Februari Tahun 2022. Ini berarti, 27 dari 100

® ILO, Non-standard forms of employment, What are part-time and on-call work?,
http://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/WCMS_534825/langen/index.ht
ml. diakses tanggal 12 Desember 2022, Pukul 18.25 WIB.
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penduduk bekerja di Indonesia merupakan pekerja paruh waktu.” Hal tersebut

dapat tergambar dalam bagan di bawabh ini;

Gambar 1.1.
Grafik Peningkatan Pekerja Paruh Waktu di Indonesia
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Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022.

Perusahaan memilih pekerja paruh waktu karena ada banyak kepentingan
perusahaan yang lebih terakomodir dengan perjanjian tersebut. Tetapi tetap harus
ada perlindungan hukum bagi pekerja paruh waktu. Biasanya perlindungan
tersebut terlihat dalam hak dan kewajiban yang diperjanjian oleh para pihak dalam

perjanjian kerja.

Perusahaan sebagai pemberi kerja yang membutuhkan pekerja/buruh wajib
untuk memenuhi hak-hak dari pada pekerja/buruh, demikian sebaliknya
pekerja/buruh wajib melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan isi dari
perjanjian kerja. Hak dan kewajiban masing-masing pihak (pekerja dan

perusahaan) tercipta pada saat hubungan kerja.?

Sebelum lahirnya hubungan kerja dan lahirnya hak dan kewajiban harus

adanya perjanjian kerja terlebih dahulu. Perjanjian kerja Menurut Pasal 1 Angka

7 Ali Mahmudan Juni 16, 2022, Tingkat Pekerja Paruh Waktu RI Capai 26,94% pada Februari
2022 https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/tingkat-pekerja-paruh-waktu-ri-capai-2694-pada-
februari-2022, diaksestanggal 14 Desember 2022, Pukul 15.28 WIB.

8 .
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14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
menyatakan:

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara buruh dengan pengusaha atau
pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para
pihak.”

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan perusahaan
atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para
pihak yang telah disepakati pekerja/burun dan perusahaan tidak boleh
bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.® Hal tersebut sesuai

dengan pendapat dari R. Subekti, yang menyatakan bahwa:*°

“Perjanjian kerja itu adalah suatu perjanjian antara orang perorang pada
satu pihak dengan pihak lain sebagai majikan untuk melaksanakan suatu
pekerjaan dengan mendapatkan upah”.

Setelah terjadinya perjanjian kerja akan lahirnya sebuah hubungan kerja.
Hubungan kerja berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja

dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan;

“Hubungan kerja adalah Hubungan antara pekerja/buruh dengan
perusahaan setelah adanya perjanjian kerja yang mempunyai unsur
pekerja, perintah, dan pengupahan”.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa hubungan kerja di atas tersebut memilliki unsur:

1. Adanya Pekerjaan

Adanya suatu pekerjaan adalah unsur penting didalam hubungan
kerja, sebelum timbulnya hubungan kerja harus ada yang namanya
perjanjian kerja terlebih dahulu, antara pekerja dan pemberi kerja
menyepakati perjanjian kerja yang telah mereka buat tersebut dan akan
menjadi objek perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja. Pekerjaan

° Husni, lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2003, him. 57.
10" R, Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, him. 63.
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tersebut harus dilakukan sendiri, yang artinya pekerjaan tersebut tidak
dapat diwakilkan oleh siapapun kecuali apabila telah mendapatkan izin
dari pemberi kerja. Yang mana sesuai dengan isi di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata pada Pasal 1603a yang berbunyi:

“Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan
seizin majikan ia dapat menyuruh orang Kketiga untuk
menggantikannya.”

Sifat  perjanjian  pekerja/buruh  bersifat  pribadi  karena
menyesuaikan dengan keahliannya pekerja. Pekerjaan yang dilakukan
bersifat bebas sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara pekerja
dan pemberi Kkerja, asalkan sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan,kesusilaan, dan ketertiban umum.**
2. Adanya Perintah

Dalam perjanjian kerja ini unsur perintah mempunyai peranan yang
sangat mendasar, sebab tanpa adanya unsur perintah maka tidak ada
perjanjian kerja. Posisi setiap pihak berbeda, satu di posisi atas (pihak
yang memberikan perintah), dan Pihak lain yang lebih lebih rendah (pihak
yang diperintah).*?

3. Adanya Upah

Menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan:

30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan
dalambentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau
pemberi kerja kepadapekerja/buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjiankerja, kesepakatan, atau
peraturan perundang undangan, termasuktunjangan bagi

1 Lavenia Nadya Irianti, Jurist-Diction, “Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Adanya Perkawinan
Antar Pekerja Sekantor Pasca Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017”, Universitas Airlangga,
Volume 2 No. 1, Januari 2019, him. 191-192.

2 Ibid.



pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaandan/atau
jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Edwin B. Filippo dalam karya tulisan berjudul “Principles
of Personal Management” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

upah adalah:*®

“Harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang
lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum.”

Tiga hal diatas merupakan unsur pembentuk agar hubungan hukum
merupakan hubungan kerja. Merupakan hal yang penting untuk menentukan
apakah hubungan hukum tertentu merupakan hubungan kerja atau bukan
hubungan kerja. Dikatakan demikian sebab ada konsekuensi yang berbeda jika
sesuatu diklasifikasikan hubungan Kkerja atau bukan hubungan kerja. Ada
hubungan kerja berarti ada pekerja. Ada pekerja berarti ada perlindungan hukum
oleh sejumlah peraturan perundang-undangan untuk pekerja, seperti pengupahan,

jaminan sosial tenaga kerja, waktu kerja, cuti, dan lain-lain.**

Berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati, akan lahir hubungan
kerja, setelah itu baru akan lahir yang namanya hak dan kewajiban bagi masing-
masing pihak misalnya hak pekerjaan/buruh yaitu menerima upah, menjadi
peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut sebagai Jamsostek,
menerima K3 (keselamatan dan kesehatan kerja).> Sebaliknya juga perusahaan
menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
mempunyai hak menerima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pekerja,
perusahaan berhak untuk memberikan perintah kepada pekerja, menerima ganti

13| wayan Nedeng, Lokakarya Dua Hari: Outsourcing dan PKWT, Lembangtek, Jakarta, 2003,

him. 2.

14 Abdul Rachmad Budiono, ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012, Makna
“Perintah” Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTB, Hak-Hak Perusahaan dan Karyawan
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, 18 September 2020, di akses melalui
https://disnakertrans.ntbprov.go.id/hak-hak-perusahaan-dan-karyawan-dalam-undang-undang-
ketenagakerjaan/, Tanggal 01 September 2022, Pukul 17.20 WIB.
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rugi bilamana pekerja melanggar peraturan yang menimbulkan kerugian bagi
perusahaan, dan perusahaan juga berhak untuk melakukan suatu pemutusan

hubungan kerja kepada pekerja yang melanggar peraturan perusahaan.

Berkaitan dengan hak pekerja untuk mendapatkan keselamatan dan
keamanan kerja pada saat melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh pemberi
kerja, tentu ada resiko yang dapat menimpa pekerja baik saat mereka bekerja
maupun saat mereka tidak bekerja untuk kepentingan pemberi kerja. Pekerja
berisiko mengalami cacat sebagian, cacat seumur hidup, atau bahkan kematian.
Yang disebabkan oleh karena adanya terjadi kecelakaan kerja didalam suatu
pekerjaan. Kecelakaan yang terjadi selama pekerjaan, termasuk sakit selama
pekerjaan, disebut kecelakaan kerja. Ini juga termasuk kecelakaan yang terjadi
selama perjalanan dari rumah ke tempat kerja melalui rute yang wajar atau biasa

dilalui.*®

Menurut Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua

menyatakan bahwa:

(4) Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan
kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah
menuju Tempat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan
oleh lingkungan kerja.

Demikian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang
Keselamatan Kerja menjelaskan bahwasannya untuk terhindar dari kecelakaan

kerja berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

(1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga
kerja baru tentang:
a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam
tempat kerjanya;

6 Husni lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2003, him.154,



b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan
dalam tempat kerjanya;

c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;

d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dengan melaksanakan pembinaan terlebih dahulu terhadap pekerja,
dengan cara ini akan mencegah terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Lalu
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja berdasarkan Pasal 7 Ayat (2)

menjelaskan mengenai penetapan kebijakan K3 sebagai berikut:

(2) Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
pengusaha paling sedikit harus:
a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
1) Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
2) Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain
yang lebih baik;
3) Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
4) Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya
yang berkaitan dengan keselamatan; dan
5) Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang
disediakan.
b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-
menerus; dan
c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat
pekerja/serikat buruh.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang
Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Telah
diberikan sebuah pencegahan agar para pekerja tersebut tidak mengalami
kecelakaan dan terjamin bahwasannya meraka tidak akan mengalami kecelakaan

kerja.

Demikian dalam hal terjadi kecelakaan kerja, perusahaan harus
memperhatikan perlindungan kerja terhadap pekerja. Pasal 86 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:



“Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh hak atas perlindungan
keselamatan, kesehatan kerja, moral, kesusilaan dan perlakuan dan sesuai
dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Demikian juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerjadan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 Tentang
Perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang
Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Adapun pengertian Jaminan Sosial
Tenaga kerja menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun
1992Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi
pekerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian
penghasilan yang berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami
oleh pekerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua dan meninggal. Dari
ketentuan di atas dapat diketahui, apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja
berhak menerima santunan berupa uang dan biaya pengobatan dari PT.
JAMSOSTEK sesuai dengan isi Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, atau dari pengusaha jika
belum terdaftar sebagai peserta Jamsostek tetap berhak mendapat perlindungan
dari terjadinya kecelakaan kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1992 yang menyebutkan:

“Manakalah karyawannya mengalami kecelakaan kerja, maka segala
pembayaran yang dikeluarkan oleh korban maupun keluarganya harus
menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terkait yakni Jamsostek atau
pengusaha”.

Dengan demikian pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di tempat

kerja berhak untukmemperoleh apa yang menjadi haknya sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Jamsostek, namun

terdapat beberapa kekurangan sebagai pekerja paruh waktu, salah satunya

10



menurut Binus University, yakni Tidak Mendapatkan Perlindungag Hukum."
Artinya tidak adanya sistem keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3)
dan jaminan sosial bagi para pekerja paruh waktu tersebut.’® Pekerja khususnya
Pekerja paruh waktu tidak mendapatkan perlindungan terhadap pekerja seperti
halnya pekerja formal pada umumnya yang mendapatkan perlindungan hukum
dibidang jaminan sosial dan keselamatan kerja. Tidak adanya sistem Keamanan,
Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3), dan jaminan sosial bagi para pekerja
paruh waktu tersebut. Seperti dijelaskan Binus University menyatakan bahwa
terdapat perbedaan mengenai keselamatan kerja antara pekerja paruh waktu
tersebut. sehingga terdapat perbedaan pekerja paruh waktu yang mengalami

kecelakaan kerja dalam hal kedudukan hukum dan perlindungan hukumnya.

Masih berkaitan dengan hak jaminan keselamatan kerja, Menurut Part
Time Work Convention No. 175, pekerja paruh waktu dan pekerja tetap dianggap
sama sebagai pekerja yang memiliki hubungan kerja yang sama, terlibat dalam
pekerjaan yang sama, dan bekerja di tempat yang sama. Mereka juga memiliki
hak yang sama untuk berorganisasi, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, dan
tidak mendapat diskriminasi dalam pekerjaan.'*Mereka juga memiliki hak yang
sama untuk berorganisasi, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, dan tidak

mendapat diskriminasi dalam pekerjaan.?

Di Indonesia sendiri pekerja paruh waktu rentan sekali mengalami yang
namanya kondisi kerja yang tidak layak ataupun sering sekali pekerja paruh waktu
medapatkan diskriminasi yang berasal dari tempat kerjanya, mulai dari tidak

adanya jaminan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, upah yang lebih

7 Binus University Business School, Keuntungan dan Kekurangan Kerja Part Time, 01 Oktober

2020, Diakses melalui Link https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/keuntungan-dan-
kekurangan-kerja-part-time/, Pda tanggal 20 Mei 2023, Pukul 16.56, WIB.

Disi Riwanda Rabbani, Universitas Gadjah Mada,”Kerja Layak Bagi Mahasiswa Pekerja
Kontrak Paruh Waktu (Garda Depan) di PT. Aseli Dagadu Djokdja”, Jurnal Studi Pemuda Vol.
6 No. 2 September 2017.

9" Article 1 Part Time Work Convention No. 175, 1994.

2% Ibid, Article 4.
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kecil dibandingkan dengan pekerja tetap, dan tidak adanya sistem jaminan
sosialmaupun jenjang karir bagi para pekerja paruh waktu tersebut.”* Menurut
Nabiyla Risfa Izzati menyatakan bahwa Dari sisi pengaturan hukum, hingga saat
ini jenis hubungan kerja paruh waktu belum memiliki payung hukum yang
memadai. Sebagai gambaran, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan masih mengatur jam kerja secara rigid, dengan memberikan
pengecualian-pengecualian yang terbatas. Karena belum adanya aturan hukum
bagi pekerja paruh waktu maka perlindungan hukum bagi pekerja paruh waktu
sampai saat ini dapat dikatakan belum ada. Akibatnya, hal-hal terkait hak dasar
pekerja, seperti kesehatan dan keselamatan kerja yang mana dalam hal ini terkait
dengan kecelakaan kerja, ataupun hak-hak jaminan sosial bagi pekerja paruh

waktu belum dapat terlindungi.?

Terkait dengan perlindungan hukum,walaupun sudah terdapat konvensi
yang mengatur mengenai pekerja paruh waktu yang berlaku internasional seperti
Part Time Work Convention No. 175, tidak semata-mata dapat dilaksanakan
begitu saja di suatu Negara tertentu Negara tersebut pertama-tama harus
meratifikasihnya terlebih dahulu, seperti Indonesia yang tidak meratifikasi
konvensi mengenai pekerja paruh waktu tersebut.”® Maka dari itu konvensi
tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia. Diketahui terdapat 20 Negara-
Negara yang meratifikasi Part Time Work Convention No. 175, Negara-Negara

tersebut adalah:*

?! Disi Riwanda Rabbani, Universitas Gadjah Mada, “"Kerja Layak Bagi Mahasiswa Pekerja

Kontrak Paruh Waktu (Garda Depan) di PT. Aseli Dagadu Djokdja”, Jurnal Studi Pemuda Vol.

6 No. 2 September 2017.

Nabiyla Risfa lzzati, Universitas Gadjah Mada, Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan

Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah

Hukum, Jilid 50 No.3, Juli 2021, him. 295.

% Ibid, Article 7.

#*1LO (Normlex, Information System on International Labour Standards), Ratifications of C175 -
Part-Time Work Convention, 1994 (No. 175), http://www.oit.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:
3230332912641::::P11300 INSTRUMENT_SORT:3, diakses pada tanggal 14 Desember 2022,
Pukul 16.03 WIB.
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Tabel 1.1

Negara yang meratifikasi Part Time Work Convention No. 175

No | Country Date Status Note

1 | Albania 03 Mar 2003 | In Force

2 | Australia 10 Aug 2011 | In Force

3 | Belgium 08 Jun 2016 | In Force

4 | Bosnia and Herzegovina | 18 Jan 2010 | In Force

5 | Cyprus 28 Feb 1997 | In Force

6 | Finland 25 May 1999 | In Force

7 | Guatemala 28 Feb 2017 | In Force

8 | Guyana 03 Sep 1997 | In Force

9 Hungary 09 Apr 2010 | In Force

10 | ltaly 13 Apr 2000 | In Force

11 | Luxembourg 21 Mar 2001 | In Force

12 | Mauritius 14 Jun 1996 | In Force

13 | Netherlands 05 Feb 2001 | In Force

14 | Paraguay 29 Nov 2021 | In Force

15 | Portugal 02 Jun 2006 | In Force

16 | Russian Federation 29 Apr 2016 | In Force

17 | Slovenia 08 May 2001 | In Force

18 | Sudan 04 Oct 2019 | In Force

19 | Sweden 10 Jun 2002 | In Force

20 | Kazakhstan 25 May 2022 | Not in force | The
convention
will enter
into force for
Kazakhstan
on 25 May
2023

mengingat

Sumber:Normlex, Information System on International Labour Standards 2017

bahwa

Undang-Undang  Nomor

13

13 Tahun

Berdasarkan hal tersebut dirasa perlu untuk mengetahui bagaimana
pengaturan tentang pekerja paruh waktu yang berlaku di Indonesia agar dapat
mengetahui kedudukan hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja paruh waktu
di Indonesia. Karena tidak adanya regulasi mengenai pekerja paruh waktu, dan
2003 Tentang
Ketenagakerjaan juga tidak memberikan perbedaan mendasar antara pekerja tetap




dan pekerja paruh waktu, sementara mengingat bahwa adanya peningkatan pada
pekerja/buruh khususnya pekerja paruh waktu di Indonesia, maka dirasa penting
untuk meneliti bagaimana pengaturan tentang hak pekerja paruh waktu untuk
mendapatkan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya pada saat

mengalami kecelakaan kerja.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PARUH WAKTU
YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN
KETENTUAN KETENAGAKERJAAN YANG BERLAKU”.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis

memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan kedudukan hukum pekerja paruh waktu dengan
pekerja tetap dalam hal mengalami kecelakaan kerja?

2. Bagaimana perlindungan hukum yang diterapkan terhadap pekerja
paruh waktu yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan ketentuan

ketenagakerjaan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat kepada rumusan masalah yang telah disampaikan

sebelumnya, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisalebih dalam dan menemukan apakah
adaperbedaan kedudukan hukum antara pekerja paruh waktu dengan
pekerja tetap dalam hal mengalami kecelakaan kerja.

2. Mengkaji dan menganalisalebih dalam untuk dapat melihat apakah ada

perlindungan hukum yang diterapkan terhadap pekerja paruh waktu
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yang mengalami  kecelakaan kerja  berdasarkan  ketentuan

ketenagakerjaan yang berlaku.
D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terhadap permasalahan hukum berdasarkan

rumusan masalah di atas adalah:
1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan
berkaitan dengan problematika pekerja paruh waktu yang perlindungan

hukumnya belum diatur secara eksplisit.
2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi, saran serta penjelasan bagi pemerintah dan
seluruh stakeholder dalam rangka memberikan masukan terhadap
ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku untuk mengatur ketentuan bagi
pekerja paruh waktu. Sekaligus memberikan informasi dan penjelasan bagi

masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi pekerja paruh waktu.
E. Metode Penelitian Hukum
1. Metode yang digunakan

Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif digunakan. Penelitian
hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang melihat hukum
sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan berfungsi
sebagai referensi untuk prilaku setiap orang.?’Penelitian hukum normatif
pada dasarnya mengkaji hukum yang dianggap sebagai norma atau kaidah

yang berlaku di masyarakat dan berfungsi sebagai referensi untuk perilaku

% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 2020, him. 29.
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setiap masyarakat.”’Dalam menganalisis/ mengkaji yang di dapatkan dari
hasil studi pustaka secara sistematis dan terstruktur. Dalam penulisan

penelitian ini digunakan metode yuridis-normatif.
2. Data yang dibutuhkan

Penelitian ini berfokus dengan mengkaji peraturan perundang-undangan
yang memadai terkait perlindungan hukum terhadap pekerja paruh waktu.

Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum yakni:

a. Bahan Hukum Primer
Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama
terkait dengan permasalahan yang dibahas. Yang terdiri dari Peraturan
perundang-Undangan.?” Sehingga penelitian ini menggunakan bahan

primer yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan
Kerja.

3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan
Kerja.

5) Peraturan Pemerintan Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan

Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

% H. Ishag, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2020, him. 66.
27 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,
him. 30.

16



6) Peraturan Pemerintahn Nomor 44 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan
Jaminan Kematian.

7) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan sekunder merupakan kumpulan dari semua publikasi
mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi.
Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa buku, teks, jurnal, kamus
hukum, komentar atas putusan yang dapat membantu dalam penelitian
ini.?®
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier dapat berupa artikel, kamus besar, dan
ensiklopedia, yang berfungsi sebagai pelengkap dan penjelasan bahan
hukum primer dan sekunder.”® Bertujuan untuk membantu berkaitan

dengan pencarian bahan bahan kajian dalam penelitian ini.
3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber data yang berasal dari
perpustakaan seperti perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan dan
perpustakaan lainnya. Selain sumber data yang berasal dari perpustakaan,
dalam penelitian ini penulis juga menggunakan sumber data yang berasal
dari internet. Penulis menggunakan berbagai macam sumber data yang

relevan digunakan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

% Mahmud Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, him. 141.
2 1bid., him. 54.

17



Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengumpulan data dengan
cara Studi Pustaka.Merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh
penulis untuk bisa mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah
yang sedang diteliti oleh penulis.Sehingga dalam pengumpulan data

sekunder dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka.
5. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data yang terdiri dari penafsiran maupun
konstruksi hukum. Penafsiran adalah metode yang digunakan untuk
memahami makna yang ada dalam peraturan-peraturan yang dipakai

dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi secara konkrit.*°

Metode penelitian yuridis normatif ini akan dilakukan dalam penelitian
untuk  mengkaji  peraturan-peraturan yang mengatur mengenai
perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja
khususnya pada pekerja paruh waktu. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan beberapa cara penafsiran hukum sebagai dasar untuk
menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penafsiran

hukum sendiri terdiri dari:**

a. Penafsiran Gramatikal (dari segi bahasa), dengan cara menemukan
makna dari suatu ketentuan hukum yang berasal dari kata per kata
yang pemakaian kata tersebut digunakan sehari- hari atau secara
teknis yuridis.

b. Penafsiran Historis, dibagi menjadi dua macam yakni penafsiran
sejarah hukum dan penafsiran sejarah Undang-Undang.

%0 Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Jurnal Al’
Adl, Vol. VI No. 11, 2014, him. 11.

' | Dewa Gede Atmaja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Pidato
Pengenalan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas
Udayana, 1996, him. 7.
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c. Penafsiran Sistematis, yakni dengan cara menyelidiki suatu sistem
tertentu dalam suatu tata hukum.

d. Penafsiran Sosiologis, dengan cara melihat dari tujuan atau makna
baru dari suatu aturan yang disesuaikan pada situasi masyarakat

sekarang.

Lalu dalam penelitian ini penulis juga akan menggunakan metode
penemuan hukum yakni konstruksi hukum, atau juga disebut metode

argumentasi yang terdiri dari beberapa cara yakni: *

a. Analogi, yakni dengan cara mencari persamaan-persamaan, pada
saat menemukan persamaan maka kita dapat menemukan suatu
aturan untuk suatu kasus yang tidak dimaksudkan oleh aturan
tersebut.

b. Argumentum A Contrario, kebalikan dari Analogi, yakni dengan
cara mencari perbedaan, yang mana pada saat menemukan
perbedaan kita tidak bisa menentukan suatu aturan.

c. Penghalusan Hukum, yakni dengan cara mengeluarkan daya
jangkau berlakunya suatu aturan, yang artinya “seakan-akan”
mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa hukum

konkret yang belum memiliki pengaturannya.

2. Mr. C. Paul Scholten, Asser’s Handleiding ot de Beoefening van het Nederlandsch bergerlijk
Recht: Algemeen Deel, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Wilink, 1934, him. 3.
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F. Sistematika Penulisan Hukum

Adapun Sistematika penulisan hukum ini terdiri atas 5 (lima) bab

yakni sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

:Pendahuluan

Bab ini akan berisi uraian permasalahan secara garis besar yang
terdiri dari latar belakang, mengidentifikasi permasalah yang
timbul, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian

yang digunakan serta sistematika penulisan.

: Perlindungan Hukum Bagi Pekerja

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan terkait teori

perlindungan hukum bagi pekerja secara umum.

: TinjauanUmum Kecelakaan Kerja

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan terkait hal-hal yang
terdapat dalam hukum ketenagakerjaan yang terkait dengan
kecelakaan kerja.

: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini akan membahas hasil penelitian serta
pembahasannya yang berkaitan dengan penelitian tentang
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Paruh Waktu Yang
Mengalami  Kecelakaan Kerja Berdasarkan Ketentuan

Ketenagakerjaan Yang Berlaku.

: Penutup

Bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan
pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis pada bab

sebelumnya
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